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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022
disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam rangka
perwujudan visi dan misi BAPENDA Prov. Sulsel di tahun anggaran 2022 sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Peemrintah yang kemudian diatur dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan lengkap tentang capaian
kinerja BAPENDA Prov. Sulsel sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah
ditetapkan pada tahun 2022. Lebih lanjut, laporan kinerja ini dapat berfungsi sebagai
salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja di lingkungan BAPENDA Prov. Sulsel
dan sebagai alat pengendali serta penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujuda
transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi BAPENDA Prov. Sulsel dalam rangka
mewujudkan good governance.

Tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah
telah melebihi target yang diharapkan, karena realisasi sebesar 54,10% dibandingkan
target sebesar 42,30% sehingga capaian sebesar 127,90%. Sedangkan persentase ASN
dengan nilai SKP kategori baik yang tercapai 99,80%. Juga persentase temuan material
yang tercapai 100% akibat nihilnya realisasi dibandingkan target pada tahun ini.

Dari sisi layanan publik, meskipun dengan adanya pandemi yang menyebabkan
transformasi proses bisnis dengan mengedepankan protokol kesehatan, BAPENDA
Prov. Sulsel terus meningkatkan kualtas layanan yang antara lain dibuktikan dengan
pencapaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak sebesar 9,09%
serta nilai rata-rata capaian kinerja yang mencapai 100% hingga di akhir tahun
anggaran 2022.

Apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak eksternal yang telah bekerja
sama dengan BAPENDA Prov. Sulsel, mulai dari Kementerian, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Direktorat Lalu Lintas, PT. Jasa Raharja (Persero), Bank Sulselbar, serta seluruh
pihak yang tidak dapat disebut satuper satu hingga seluruh lapisan masyarakat.
Semoga kerja sama yang baik selama ini dapat terus ditingkatkan. Tentunya
diharapkan melalui kerja sama yang baik ini, akan mewujudkan pelayanan yang lebih
baik kepada masyarakat dan stakeholder.

Terima kasih kepada seluruh jajaran BAPENDA Prov. Sulsel, khususnya pada para
pegawai yang ada di garda terdepan pelayanan. Terus jaga integritas, lakukan 5M



(mencuci tangan, memakai masker, dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi
kerumuman dan mengurangi mobilitas) dan meningkatkan pelayanan untuk
memenuhi kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menjalankan amanah tugas.

Semoga laporan ini bermanfaat untuk melakukan introspeksi dan evaluasi atas
segara yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel, sehingga
dapat dilakukan pembenahan dan perbaikan sesegera mungkin untuk dapat
menjadikan BAPENDA Prov. Sulsel sebagai insansi pelayanan publik yang mampu
menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan ke depan.

Makassar, Februari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAE PROV. SULSEL,

H. SUMARDI S,, S.Sos., M.Si.
Pangkat: PembinaUtamaMuda
NIP:19680821 199103 1 010
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Gerak roda perekonomian di Sulawesi Selatan berdasarkan Analisis Indikator
Makro Ekonomi Triwulan Il Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan yang dirilis oleh
Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan yang positif. Berdasarkan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB), total
perekonomian Sulawesi Selatan pada triwulan I11-2022 mencapai Rp159,11 triliun dan
atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp94,14 triliun. Meredanya pandemi COVID-
19 pada triwulan ini turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Dalam pencapaian visi dan misi serta melaksanakan peranannya, pada tahun
2022 Bapenda Prov. Sulsel telah menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU)
yang telah ditetapkan, sebagai alat pengukur pencapaian kinerja Bapenda Prov. Sulsel
di tahun 2022, yang capaiannya termasuk dalam kategori sangat baik. Adapun
indikator kinerja sasaran organisasi adalah sebanyak 5 (lima), dengan capaian kinerja
sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian target hampir
seluruh indikator kinerja sasaran tahun 2022. Dengan kata lain, capaian IKU dan
indikator kinerja sasaran berada dalam status hijau atau berhasil memenuhi ekspektasi.

Pencapaian Tujuan dan Sasaran yang diturunkan dari Misi tersebut dapat
terwujud karena segenap jajaran menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan
optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja. Dukungan BAPENDA Prov. Sulsel
terhadap misi ke-5 tersebut sesuai dengan RPJMD Perubahan 2018-2023 yang
dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan BAPENDA Prov. Sulsel 2018-
2023.

BAPENDA Prov. Sulsel mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan, yaitu membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah
yang menjadi kewenangan daerah. Dalam mengemban tugas tersebut, BAPENDA
Prov. Sulsel dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel,
efektif dan efisien sesuai dengan prinsip good governance sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



Laporan Kinerja BAPENDA Prov. Sulsel Tahun 2022 disusun sebagai salah satu
bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2022
dalam rangka memenuhi sasaran kinerja yang berdampak pada pemenuhan Visi Misi
Pemerintah Daerah. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu
peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BAPENDA Prov. Sulsel, serta
untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja di masa
mendatang.

Dengan demikian, LKIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi
mengenai kinerja instansi pemerintah, yang bermanfaat untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance)
yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan

2. Evaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

3. Menciptakan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat
terselenggara secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi
masyarakat dan lingkungannya

4. Menjadi masukan dan umpan balik, baik bagi pihak-pihak yang
berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah

5. Memelihara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, BAPENDA Prov Sulsel mempunyai tugas membantu
Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan
daerah. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan tugas tersebut,
BAPENDA Prov. Sulsel memiliki fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan khususnya
pengelolaan Pendapatan Daerah;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan
khususnya pengelolaan Pendapatan Daerah;
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. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

fungsi penunjang Bidang Keuangan khususnya pengelolaan Pendapatan
Daerah;

Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Bidang Keuangan
khususnya pengelolaan Pendapatan Daerah; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana disebutkan di atas, maka

berdasarkan Peraturan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengatur bahwa Badan Pendapatan Daerah

mempunyau kewenangan sebagai berikut :

1.

N o v~ WwWwDN

Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di
bidang pendapatan;

Pelatihan di bidang pendapatan;

Alokasi sumber daya potensial;

Penelitian yang mencakup wilayah provinsi di bidang pendapatan;
Penyusunan kebijakan teknis serta program kerja;

Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah;

Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan
pendapatan daerah;

Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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C.

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
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Sumber : Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun 2016

Dalam rangka melaksanakan tugas teknis penunjang tertentu, berdasarkan
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2018, pada Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah
(UPTP Wil.) sebanyak 25 (dua puluh lima) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di

Sulawesi Selatan.

Struktur Organisasi UPT Pendapatan Wilayah pada Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

Struktur Or

Gambar 1.
ganisasi UPT Pendapatan Wilayah

2

Kepala UPT Pendapatan Wilayah

Kepala
Subbagian Tata
Usaha

Kepala Seksi

Penerimaan

Penetapan &

]
Kepala Seksi
Pendataan &

Penagihan

Sumber : Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2018
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D. SUMBER DAYA APARATUR

Salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat adalah aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.

1. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) per 31 Desember 2022 di lingkungan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data Sistem
Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Tahun 2022 sebanyak 489 (empat
ratus delapan puluh sembilan) orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 299 (dua
ratus sembilan puluh sembilan) orang dan perempuan sebanyak 190 (seratus
sembilan puluh) orang. Mayoritas pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak
61,14% sedangkan pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 38,86%
sebagaimana tabel dan grafik berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

No Jenis Kelamin Jumlah %
Laki-Laki 299 61.15
2 Perempuan 190 38.85
Total 489 100

Sumber : Kepegawaian BAPENDA Prov. Sulsel

Grafik 1.1
Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022

B Laki-Laki

M Perempuan
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2. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menempuh pendidikan Strata 1 (S1)
menduduki peringkat pertama, yaitu sebanyak 261 (dua ratus enam puluh satu)
orang atau 57,54%. Disusul pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 113 (seratus tiga
belas) orang atau 22,13%. Peringkat ketiga yaitu pendidikan SMA/SMK sebanyak
72 (tujuh puluh dua) orang atau 16,70%. Dan di peringkat terakhir dengan jumlah
paling sedikit adalah pendidikan Diploma Il (D3) sebanyak 18 (delapan belas)
orang atau 3,63%. Ringkasan jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan dapat
terlihat dalam tabel & grafik berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No | Tingkat Pendidikan | Jumlah %

1 SMA/SMK 72 16.70
2 Diploma 18 3.63
3 S1 261 57.54
4 S2 113 22.13

JUMLAH 489 100

Sumber : Kepegawaian BAPENDA Prov. Sulsel
Grafik 1.2

Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022
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50 18
=7
0
SMA/SMK Diploma S1 S2

3. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan didominasi oleh Golongan Ill, yang berjumlah 355 (tiga ratus lima puluh
lima) orang atau 72.60%. Golongan Il menduduki peringkat kedua dengan jumlah
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pegawai sebanyak 62 (enam puluh dua) orang atau 12.68%. Sedangkan pegawai
golongan IV sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang atau 14.72%.

Ringkasan jumlah PNS berdasarkan golongan dapat terlihat sebagaimana
tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Golongan Tahun 2022

. . Golongan
No Unit Kerja | i m v Jumlah
1 | Sekretariat 0 6 34 5
2 | Bidang Pendapatan 0 2 12 3
Asli Daerah
3 | Bidang Perencanaan 0 2 11 2
dan Pelaporan
Pendapatan Daerah
4 | Bidang Pembinaan dan 0 0 10 1
Pengawasan
Pendapatan Daerah
5 | Bidang Teknologi dan 0 3 10 4
Sistem Informasi
6 | UPT Pendapatan 0 49 278 57
Willayah
JUMLAH 0 62 355 72 489
% 0 12.68 | 72.60 | 14.72 100
Sumber : Sekretariat BAPENDA Prov. Sulsel
Grafik 1.3
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2022
278
34 49 7
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Sekretariat Bidang Bidang Bidang Bidang UPT Pendapatan
Pendapatan Asli Perencanaan Pembinaan dan  Teknologi dan Wllayah
Daerah dan Pelaporan Pengawasan Sistem Informasi
Pendapatan Pendapatan
Daerah Daerah
IR TR
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4. [Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Peta Jabatan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan staf mendominasi peta jabatan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah sebanyak
381 (tiga ratus delapan puluh satu) orang atau 77.91%. PNS Eselon IV menduduki
peringkat kedua terbanyak dengan jumlah sebanyak 78 (tujuh puluh delapan)
orang atau 15.95%. Sedangkan PNS Eselon Ill sebanyak 29 (dua puluh sembilan)
orang atau 5.93% menduduki peringkat terakhir.

Sebaran PNS Eselon Il terbanyak berada di UPT Pendapatan Wilayah
sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, sedangkan di bidang lain masing-masing
hanya ada 1 orang. Selanjutnya, sebaran PNS Golongan IV terbanyak berada di
UPT Pendapatan Wilayah sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang, sedangkan di
bidang lain rata-rata sebanyak 2-3 orang. Jumlah PNS sebagai staf, paling banyak
berada di UPT Pendapatan Wilayah sebanyak 293 (dua ratus sembilan puluh tiga)
orang, sedangkan paling sedikit di Bidang Pembinaan dan Pengawasan sebanyak
8 (delapan) orang.

Ringkasan jumlah PNS berdasarkan peta jabatan dapat terlihat
sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Peta Jabatan Tahun 2022

. . Eselon

No Unit Kerja . m v Staf

1 | Sekretariat 1 1 3 40

2 | Bidang Pendapatan Asli Daerah 0 1 2 14

3 | Bidang Perencanaan dan Pelaporan 0 1 2 12
Pendapatan Daerah

4 | Bidang Pembinaan dan Pengawasan 0 1 2 8
Pendapatan Daerah

5 | Bidang Teknologi dan Sistem 0 1 2 14
Informasi

6 | UPT Pendapatan Wllayah 0 24 67 293
JUMLAH 1 29 78 381
% 0.20 5.93 15.95 | 77.91

Sumber : Sekretariat BAPENDA Prov. Sulsel
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5.

Grafik 1.4

Jumlah PNS Berdasarkan Peta Jabatan Tahun 2022
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Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah

Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Sebaran Bidang

293

UPT Pendapatan

Willayah

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan paling banyak jumlahnya berada di UPT Pendapatan Wilayah sebanyak
384 (tiga ratus delapan puluh empat) orang atau 78.53%. Lalu disusul oleh
Sekretariat sebanyak 45 (empat puluh lima) orang atau 9.20%. Peringkat ketiga
adalah Bidang Pendapatan Asli Daerah dan Bidang Teknologi dan Sistem
Informasi masing-masing sebanyak 17 (tujuh belas) orang atau 3.48%. Lalu di
peringkat terakhir dengan jumlah PNS paling sedikit berada di Bidang
Pembinaan dan Pengawasan sebanyak 11 (sebelas) orang atau 2.25%.

sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Sebaran Bidang Tahun 2022

Ringkasan jumlah PNS berdasarkan sebaran bidang dapat terlihat

No Bidang Jumlah | %
1 | Sekretariat 45 9.20
2 | Bidang Pendapatan Asli Daerah 17 3.48
3 | Bidang Perencanaan & Pelaporan Pendapatan Daerah 15 3.07
4 | Bidang Pembinaan & Pengawasan Pendapatan Daerah 11 2.25
5 | Bidang Teknologi dan Sistem Informasi 17 3.48
6 | UPT Pendapatan Wilayah 384 | 78.53
JUMLAH 489 100

Sumber : Kepegawaian BAPENDA Prov. Sulsel
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Grafik 1.5
Jumlah PNS Berdasarkan Sebaran Bidang Tahun 2022
384

45 17 15 11 17

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Bapenda Prov. Sulsel Tahun 2022 adalah

sebagai berikut:

1.

Bab | Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi, serta permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi organisasi

Bab Il Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan

Bab Ill Akuntabilitas Kinerja
A.  Capaian kinerja organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai
berikut :

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi;
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4.
5.

4)

5)
6)

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan;

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Analisis program/kegitan/sub kegiatan yang menunjang
keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B.  Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan

yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran
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BAB Il
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses Penyusunan Rencana Kinerja
sebagai Penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis. Yang akan di laksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui
berbagai macam kegiatan tahunan.

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun
Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2018-2023 yang merupakan
dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan berbagai kebijakan, program
dan kegiatan serta indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan untuk periode 5 tahun kedepan.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh
instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan startegis lokal,
nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara.
Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi
pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi,
peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas
kinerjanya

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023, Rencana
Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan 2018 - 2023 adalah dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan program dan kegiatan, menjadikan Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai instansi yang mempunyai peran strategis
dalam pengelolaan pendapatan

20



VISI DAN MiISI
>  Visi

Penetapan visi Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan dirumuskan
dengan tahapan, tatacara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan
perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan
program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Bapenda yang sejalan
dengan Visi Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yaitu :

“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif,
Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”

Inovatif merupakan kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan
menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka
pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan
melayani”. Produktif, merupakan kondisi perekonomian yang berkemampuan
menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud
Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”. Kompetitif, merupakan kondisi
masyarakat yang memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi
sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”. Inklusif,
merupakan kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi
seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap
lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan
terkoneksi”. Berkarakter, merupakan kondisi penyelenggaraan pembangunan
Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan
masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”.

> Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan
berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD
Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Terjangkau;

3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif;
4.

Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter;
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5. Meningkatkan Produktifitas Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang
Berkelanjutan

Dari rumusan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan
tugas dan fungsi Bapenda, yaitu :

a. Diperlukannya penerapan inovasi yang lebih canggih dalam mendorong
peningkatan pendapatan daerah secara bersesuaian dengan tuntutan
perubahan terutama dalam hal kemajuan teknologi dan informasi. Ini
menjadi permasalahan pokok karena visi RPJIMD menekankan inovasi dan
misi RPJMD salah satu penekannya adalah mewujudkan pemerintahan yang
berorientasi melayani dan inovatif;

b.  Salah satu pokok visi dalam RPJMD adalah Sulawesi Selatan yang Produktif.
Bila masyarakat yang produktif terwujud berarti sumber pendapatan bagi
pemerintah daerah menjadi lebih banyak. Ini berimplikasi pada
diperlukannya upaya pemanfaatan potensi pendapatan daerah yang lebih
intensif.

c. Adanya komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi
melayani merupakan suplemen pendorong / tambahan semangat /
momentum bagi Bapenda untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi
masyarakat dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah sesuai
kewenangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,
melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis
daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan  tercapainya  tujuan, berupa hasil pembangunan
Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)
program Perangkat Daerah. Tujuan Bapenda Prov Sulawesi Selatan, yaitu : (1)
Meningkatkan Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah, dengan indikator
tujuan Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah dan (2) Meningkatkan
Penerimaan Pendapatan Daerah, dengan indikator tujuan Tingkat Kemandirian
Fiskal Daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran
sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni :
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1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan Dan Pengelolaan
Keuangan Badan Pendapatan Daerah, dengan indikator sasaran adalah :

= Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik
= Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah
» Persentase Temuan Material
2.  Meningkatnya Pendapatan Daerah, dengan indikator sasaran adalah:
= Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

3. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan
Pajak, dengan indikator sasaran adalah :

» Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan
efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat
digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan
perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan
aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan
menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik,
termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem
manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam
serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib
dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih,
agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan
kegiatan yang tepat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan
dalam Renstra Perubahan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan 2018 - 2023 adalah
sebagai berikut.
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Tabel 2.1

Strategi dan Arah Kebijakan
RENSTRA Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2018-2023

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatkan
Akuntabilitas
Badan
Pendapatan
Daerah

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja,
Perencanaan
dan
Pengelolaan
Keuangan
Badan
Pendapatan
Daerah

Peningkatan
akuntabilitas
pengelolaan
pendapatan daerah

. Meningkatkan

transparansi
pengelolaan
pendapatan daerah

Peningkatan kualitas
SDM Aparatur
Pengelola Pajak

. Menyiapkan

pengelola pajak
yang profesional,
cakap, jujur dan
berintegritas

Meningkatkan
Penerimaan
Pendapatan
Daerah

Meningkatnya
Pendapatan
Daerah

Intensifikasi dan
Ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan
daerah

. Mengoptimalkan

pengelolaan
potensi sumber-
sumber
pendapatan
daerah.

Peningkatan kualitas
pelayanan pubik

. Menciptakan

sarana pelayanan
pajak yang nyaman
sesuai standar
pelayanan prima

Pemanfaatan teknologi
informasi untuk
mendukung
transparansi dan
akuntabilitas pelayanan
pajak daerah

. Mendorong

pembayaran pajak
dengan transaksi
Non Tunai

Meningkatnya
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
Kualitas
Pelayanan
Pajak

Penyusunan regulasi
peraturan perundang-
undangan di bidang
pendapatan dan SOP
Pelayanan

. Menciptakan

lembaga
pemungutan PAD
yang efektif
dengan regulasi
yang mantap dan
update

. Mendorong

penyelesaian
tunggakan pajak
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B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja  merupakan  dokumen pernyataan/
kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target
kinerja yang ditetapkan. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja
sasaran, target kinerja dan anggaran. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Badan Tahun 2022 yang bersifat strategis
sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

No. Sasaran Strategis Indikator Sasaran T.a rgt?t
Kinerja
1 | Meningkatnya Akuntabilitas 1. Persentase ASN dengan 100%
Kinerja, Perencanaan dan Nilai SKP Kategori Baik
Pengelolaan Keuangan Badan | 2. Nilai Rata-Rata Capaian 100%
Pendapatan Daerah Kinerja Badan Pendapatan
Daerah
3. Persentase Temuan 0,60%
Material
2 | Meningkatnya Pendapatan 4. Kontribusi PAD terhadap 42,30%
Daerah Pendapatan Daerah
3 | Meningkatnya Kepuasan 5. Tingkat Kepuasan 85%
Masyarakat terhadap Kualitas Masyarakat terhadap
Pelayanan Pajak Pelayanan Pajak

Sumber : RENSTRA Perubahan Tahun 2018-2023

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan
dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan
kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pemerintah Provinsi Sulsel telah
melakukan revisi terhadap IKU sesuai revisi RPJMD yang telah dilakukan sebagai
bentuk perbaikan yang berkelanjutan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja.
Adapun IKU Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah
ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Sasaran Indikator Sumber Formulasi Perhitunaan
Strategis Sasaran Data 9
Kontribusi
Meningkatnya | PAD Bidang Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)
Pendapatan terhadap Perencanaan Realisasi Pendapatan Daerah (Rp) X 100%
Daerah Pendapat | BAPENDA P P
an Daerah
Meningkatnya | Tingkat
Kepuasan Kepuasan U.PTP Sesuai Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017
Masyarakat Masyarak Wilayah .

. tentang Pedoman Penyusunan Survei
terhadap at Lingkup Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Kualitas terhadap BAPENDA P y enyelengg

o Pelayanan Publik
Pelayanan Pelayanan Provinsi
Pajak Pajak

Sumber : Indikator Kinerja Utama BAPENDA Prov Sulawesi Selatan Tahun 2022
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